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Saat ini pemardangan beberapa pusat-pusat Kota Palembang balyak
terlihat beberapa Omng l)engan Ganggtran .li$'a (OI)G.I). I lampir scliap bulan ada
saja orarg dengan gangguan jirva baru yang datang ke Kota Palembang. Orang
dengan gangguan jiu,a ini diduga merupakan kiriman dari beberapa daerah-
Memang ada beberapa orang delgan gangguan jiwa yang merupakan warga kota
Palembzmg, namun saat ini omng dengan gangguan jiwa di kota Palembang terus
berrambah dan tidak tahu asalnya dari mana. Kondisi ini mcmbuat *arga kota
Palembang cukup resah dengan keheradaan orarg dengam gangguan jiwa (ODCJ)
tersebut- Tiga hal yaig diangkat sebagai fokus penelitian il1i. Pertanu Bagainana
Analisis Kewen.mgan Walikota Palernbang Dalam Mcncrtibkan Omng Dalam
Gangguan Ji$a. (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 'Iahun 2007).
Kcdua Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi Kewenangan Walikota
Palembang Dalam Menefiibkan Orang Dalaln Callgguall Jiwa Dal1 yang ketiga
Adaiah Bagaimanakah Tinjauan Hukum lslam Terhadap Kervenangan Walikota
Palembang Dalam Mencrtibkan Orang Dalam Gaogguan Jiwa.
Adapun.!enis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (lield
resedrclrl. dengan jenis dala kualitatif dan sumber datanya berupa data primer.
data sekunder dan data tersier dengan tekhnik pengumpulan data dengan cam
\!a\r'ancara: obsenasi dan dokumentasi adapun tcknik analisa data yang
digunakaD adalah deskriptif kualitatil
Adapun kesirnpulan dalan penelitian iDi adalah bahrva Analisis
Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Oralg Dalam Cangguan
Jiwa, jika dilihat dari sumbemya terdiri dari kewenangan atribusi dan kewenangan
delegasi, Pemerintah Kota Palembang melakukan pelimpahan wewenang kepada
Dinas-dinas yang terkait. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kewenangan
Walikota Palembang, disebabkan karena faktor budaya. yaitu stigma masyamkat
terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang masih sangat buruk baik
keluarga pasien maupun masyarakat pada umumnya, mereka masih dikucilkan,
tidak dibiarkan mel2rkukan segala aktivitas normal, bahkan diisolasi dari
kehidupan sosiai dan Tinjauan Hukum lslam. lman Hasan Al-Banna berkata:
"lidak ada larangan dalam lslam bila seorang kepala negara melimpahkan
1\'e\{,enangnya kepada perdana menteri untuk menangani langsung urusan-urusan
rakyat, para ulama liqih juga teiah membeikar rukJrsah (dispensasi) dan
keringanan selama demi mewujudkan kemaslahatan bersama. Dan kaidah yang
digunakan adalah melindungi kemaslahatan umum.





A. Latar Belakang Masalah
Sebagai maklrluk atau manusia ciptaan Allah SWT. Haruslah kita pandai
bersyukur kepadanya karena kesempumaan hanyalah milik A1iah. Itulah saiah
satu buah daripada akal yang jika dipergunakan untuk berlikir maka
sesunggulmya manusia itu adalah makhluk yang pandai bersukur dan berfikir,
menslukuri atas kesempumaan akal yang diberikan oleh Allah SWT. kepada
dirinya jika dibandingkan dengan manusia yang tidak memiliki kesempumaan
akal tapi jika akal itu tidak dipakai dengan baik maka itulah manusia yang lalai
dari kebenaran. Lain halnya dengan manusia yang tidak memiliki kesempumaan
akal dari sejak lahir karena memang itu sudah menjadi kodrat ciptaan Allah SWT.
Manusia .vang mengalami penderitaan atau gangguan jiwa ini sering
dikucilkan oleh teman.sahabatny-a bahlan keluarganya sendiri inilah yarg menjadi
sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh masyarakat terutama pemerintah
yang berwenang. Karena bagaimanjika seseorang yang mengalami gangguanji*a
akan bisa mendapatkan pendidikan yang baik sepeti manusia lainnya jika
dikucilkan karena penampilannya. komunikasinya. interaksi dan aktifitasnya yang
tidak baik.
Upaya penyembuhan orang sakit jiwa membutuhkan biaya
untuk mendapatkan pemwatan kesehataD,/menta1. Kemalangan bagi kaum
lang ekonominya lemah, jika sanak keluarganya mengalami sakit jiwa. anggota
keluarganya tersebut biasanya dibiarkan atau kalau tidak, diobati ke paranormal.
bahkan kebanyaka[ dipasung karena dianggap mengganggu dan merugikan
masyarakat. Padahal dalam upaya penyembuhan orang sakit ji$a terdapat
perawatan dan penanganan khusus. bukan hanya sekedar pembedan obat. Jelas
iika membaca ketentuan Pasal 3,1 UUD 1945 tentang pemberdayaan dan
pemenuhan fasilitas kesehatan bagi fakir miskin menyebutkan bahwa :
1) Fakir miskin dan anak-anak lang terlantar dipelihara oleh
negara.
2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak
mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3) Negara bertanggung janab atas penyediaan lhsilitas pelayanan
kesehatan dan lasilitas pelayanan umum yang layak.
4) Ketentuan lebih lmiut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur
dalam undang-undang.l
Kewajiban dan tanggung jaq.ab pemerintah dalam menyembuhkan orang
sakitjiwa akan Jebih jelas lagi jika membaca ketentuan Pasal 149 Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:
1) Penderita gangguan jiwa yallg terlantar, menggelandang,
mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau
mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum waiib
mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan
kesehatan.
2) Pemerintah. pemerintah daerah, dan mas,varakat wajib melakukan
pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan bagi
penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang,
mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain. dan/atau
mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum.
3) Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas
pemerataan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan jiwa dengan
melibatkan peran serta aktif masyarakat.
4) Tanggung jawab Pemerintah dan peme ntah daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) termasuk pembiayaan pengobatan dan
perawaran penderita gangguan jiwa untuk masyarakat miskin.2
I Pasai 34 Uud 1945 Tentang Pemberdayaan Dan Pemenuhan tasilitas Kesehatan Bagr
Fakir Miskin
: Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
2
Dalam Undang-uldang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28 A
tahun 1945 ditentukan: "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak
mempertahankan hidup dan kehidupannla'.1 Penelantaran anggota keluarga pada
umurnnya seringkali terjadi apabila anggota keluarga temebut menderita penyakit
gangguan Jrwa.
Dalam penelitian sering ditemukan orang yang menderita gangguan jiwa
masih diterlantarkan oleh pihak-pihak 1'ang seharusnya berta[ggr]ng jawab untuk
memberikan fasilitas terhadap penderita gangguan jiwa tersebut. Salah satunya
yaitu fasilitas pelayanan kesehatan karena se ng ditemukan penderita gangguan
jiwa yang terlantar tidak mendapatkan haknva terkait dengan pelayaaan
kesehatan. Karena keteltuan tersebut telah diatur oleh Pasal 147 Undang-Undang
nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyebutkan bahwa :
1) Upaya peflyembuhan penderita gangguan kesehatan jiwa merupakan
tanggung jawab Pemerintah. pemerintah daerah darl masyarakat.
2) Upaya peryembuhan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
dilakukan oleh tenaga kesehatan yang berwenang dan di tempat yang
tepat dengan tetap menghormati hak asasi penderita.
3) Untuk mcra\r,at penderita gangguan kesehatan jiwa, digunakan
fasilitas pelayanan kesehatan Lhusus yang memenuhi syarat dan
yang sesuai dengan ketenauan peratulan perundang-undangan.5
Didalam Pasal 42 Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tertang hak
asasi manusia menyebutkan balwa: "Setiap warga negara yang berusio
lanjut, cacat lisik dan atau cacat mental berhak memperoleh p€mwatan,
pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk
menjamin kehidupan yang ia.vak sesuai denga[ maitabat kemanusiaannya.
meningkatkan rasa percaya diri. dan kemampuan berpartisipasi dalam
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Perkembanga.n di Indonesia sekarang ini, muncul beberapa kirsus pidana
yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan mental atau keiiwaan.
Seperti kasus penyerangan terhadap anggota kepolisian di Jakabaring Palcmbang
pada tanggal 3 Maret 2017 oleh orang yang mengalami gangguan jira dengan
menggunakan senjata tajam. Pada saat itu ketika hendak diamankan oieh anggota
kepolisian orang dalam gangguan jiwa tersebut malah menyerang anggota
kepolisian dengan senjata tajam, menuut ketemrgan warga setempat orang dalam
gangguan jiwa tersebut telah meresahkan warga sekitar karena sering mengamuk
sambil membavra pedang atau senjata tajaml
Kemudiar kasus pembunuhan yang dilakukan oleh terdakn'a Abdullah
Rusik pada tahun 2013 terhadap Iskandar delgan c.ua memenggal kepala korban,
terdakwa divonis hukuman mati oleh pengadilan Palembang. dan seorang kakak
yang tega membunuh adik kandungnya sendiri yang terjadi pada tahun 2015.8
Semua kasus tcrsebut merupakan contoh-contoh kasus tindak pidana yang
dilakukan oleh orang,vang menderita gangguan mental atau kejiwaan. Adanya
suatu tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang menderita gangguan mental
membuat keresahan di tengah-tengah masyarakat. Mereka yang mengalami
gangguan mental tentu membutuhkan pera{atan medis lang memadai dengan
perlindungan sebagai pasien.e
Saat ini pemandangan di beberapa pusat-pusat di Kota Palembang banyak
terlihat beberapa orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Hampir setiap bulan ada
saja orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) baru yang datang ke Kota Palembang.
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ini diduga merupakan kiriman dari beberapa
daerah. Memang ada beberapa orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang
7 Https://Ww\y.Merdeka.Com/Perisdwa/Polisi-Duel-Dengan-Orang-Gila. Diakses Pada
Tanssal9 Maret 2018 Pukul 11.00 Wib
3 Johan Fatzry," Rizky Pembunuh Adik Kandung DiCiledug Idap Gangguan Jiwa'
Hitp:/News.L,iputan6.Com/, Lihat Pula Pada Http://News.Metrotvnews.Com/...,^1nlaw89b-
Kakak-Pembunuh'Adik'...Dinyatakan-Gila, Akses Pada I Maret20l8. I1.00 Wib.
'Rosdiayanti, Perrangg?ng Javaban Pelaku f inddk Pidana Bagi Penderita Gangguan
Mental Kdtegari Ke?ribddidn,1 ti SLrsial Perspektif Hr*un Pasitl Don Hukun Isldm,
(Yoglakafta : Uin Sman Kalijaga.20l7)
menrpakan warga Kota Palembang, namun saat ini Dengan Gangguan Ji$a
(ODGJ) di Kota Palembang terus bertambah dan tidak tahu asalnya dari nrana.l0
Kondisi ini membuat warga Kota Palembang cukup resah dengan
keberadaan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) tersebut. Meskipun Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) yang ada tidak menganggu namun \larga tetap merasa
takut dan khawati. nanti tiba-tiba mengamuk dan melukai $'a.ga.rr Penanganan
terhadap kasus ini adalah merupalan tallggung jawab penuh pemerintah Kota
Palembang. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 28 Peraturai Daerah
(PERDA) Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 yang berbunli:
''Walikota Berwenang Menertibkan Setiap Orang Yang Mengidap Penyakit
Gangguan Jiwa Dan Meresahkan Masyamkat Yang Berada Dijalan, Jalur Hijau,
Taman Dan Tempat- l empat Umum."r:
Oleh sebab itu, penulis memandang perlu mengadakan suatu penelirian
atau kajian yang lebih mendalam yang dituangkan kedalam sebuah tulisan dengan
judul sebagai berikut : ANALISIS KEWENANGAN WALIKOTA
PALEMBANG DALAM MENERTIBKAN ORANG DALAM CANCCU-LN
JIWA (Peraturatr Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007)
B. Rumusan dan Batasan Masalah
1. Bagaimana Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam
Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peruturan Daemh Kota
Palembang Nomor 13 Tahun 2007)?
2. Faktor-Faktor Apakah Yaag Mempengamhi Kewenangan Walikota
Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa?
3. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewenangan Walikota
Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa?
roHttps/Sunsel.AntaBnews.Con Berit 265846/Orang-Gila-Berkelia.an-Di-Palembang.
Diakses Pada Tanggal9 Maret 2018 Pukul 10.20 Wib
I L Httpi//Palembang.Tribunn€ws.Conli20l5/05/20/ 12 Dialses Pada Tanggat I Maret 20 I 8
Pukul 10.27 wib




1. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Analisis Kewenangan Walikota
Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peruturan
Daerah Kota Palembang Nomor l3 Tahun 2007)?
2. Untuk Mengetahui Faktor-Faktor Apakah Yang Mempengaruhi
Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam
Gangguan Jiwa?
l. Untuk Mengetahui Bagaimanakah 'finjauan Hukum Islam Terhadap
Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang Dalam
Gangguan Jiwa?
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini terbagi dua kategori. peltdmd manfaat
secara teoritis dan terlua manlaat secara pemktis
l. Secara teoritis : Dengan adanva penelitian ini diharapkan mampu
memperkala khManah pengetahuan hukum di Indonesia yang berkaitan
dengan Ketentraman Dan Ketertiban
2. Secara praktis: Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat
membeikan daya motivasi dan dorongan kepada penulis lain untuk
mcngadakan penelitian yang mengangkat tema tentang
pertanggungiawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental
perspektif hukum positif dan hukum islam sehingga dapat




Secara konseptual, istilah wewenang atau kewenangan sering
discjajarkan dengan wewenang atau berkuasa. Wewe[ang merupakan
bagian yang sangat penting dalam hukum tata pemerintahan ( Hukum
Administrasi), karena pemerirtahan baru dapat menjalangkan fungsin,va
3la\ dasar r\er\enang ]ang diperolehrya.
Menurut H.D Stout, Kewenaigal adalah pengertian yang bersai
dari hukum pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan
aturan-atuan yang berkenaan dengan perolehan-perolehan dan
penggunaan kewenangan dari pemerintah oleh subjek hukum publik
didalam hubtmgan hukum publi, sedangkan menurut P, Nicholai
disebu&an bahwa kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan
tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk
menimbulkan akibat hukum dan mencakup mengenai timbul dan
lenyapnya akibat hukum tertefltu, hak berisi kebebasan untuk alau tidak
melakukan tindakan tertentu atau menurut pihak lain untuk melakukan
tindakan tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. ll
Kewenangan pemerintah disebut juga dalam peraturan pemerintah
Nomor 25 tahun 2000 Pasal 1 ayat (3) 1.aitu kewenangan adalah hak dan
kekuasaan Pemerintah rmtuk menenftrkan atau mengambil kebijakan
dalam ra[gka penyelenggaraan pemerintahan. r1
Kewenangan tidak sama dengan kekuasaan, kekuasaan adalah
kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada
pada pemegang kekuasaan tersebut. Robert Mac Iver mengatakan bahwa
Kekuasaan adalah kemampuan untuk mengendalikan tingkah laku orang
lain baik secara langsung dengan jalan memberi pe.intah / dengan tidak
langsung dengan jalan menggunakan semua alat dan cam yg tersedia.
Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan, ada yg memerintah dan ada yg
diperintah. Manusia berlaku sebagau sub.jek sekaligus objek dari
kekuasaan. Contohnya Presiden, ia membuat UU (subyek dari kekuasaan)
tetapi juga harus turduk pada UU (objek dari kekuasaan).
t3 Dr. Rid\,alnHt, Hukum A.lministrasi Negaru, (kajacrafindo Persada. Jakarta:
2002),H1 . r 08-r09
'4 Lihat Pasal I Ayat , Peratumn Pemerinrah No. 25 Tahun 2000 Tentang I Kewenangan
Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai otonom.
7
Ke\\enailgan (authority) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau
meme ntah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu
agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan
kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan faklor
kritis bagi efektevitas organisasi. Keu'enangan digunakan untuk mencapai
tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan
dengan kekuasaan. l''
Jenis-jenis Kewenangan yaitu :
Atribusi
At busi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-
undang kepada organ pemerintahan. Ilerdasarkan Undang-Undang No. 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administasi
Pemerintahan), Atribusi adaiah pemberian Kewenangan kepada Badan
dan-/atau Peiabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik lndonesia Tahun 1945 atau Urdang-Undang.16
Delegasi
Delegasi adalah pelimpahan wewenang peme.intahan dari satu organ
pemedntahan kepada organ pemerintahan lainnya. Berdasarkan UU
Administrasi Pemerintahan, delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari
Badan dalVatau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan
dar/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab
dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
Mandat
Mandat teriadi iika organ pemerintahan mengizhkan kewenangannya
dijalankan oleh organ lain atas namanya. Berdasarkan flli Administrasi
Pemerintahan, mandat adalah pelimpahan ke$enangan dari Badan
dar/atau Pejabat Pemerintahar yang lebih tinggi kepada Badan dar/atau
Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan
tanggung gugat tetap be8da pada pemberi rnandat. Konsekuensi yuridis





\\ewenang yang dimiliki seorang pejabal akan berbeda apabila we$enang
tersebut bemumbfl dari pelimpahan wewenang (delegasi) maupun
penugasan (mandat).r7
Kewenangan harus dilandasi oleh kete[tuair hukum yang ada
(konstitusi), sehingga keuenangan tersebut merupakan kewenangan yang
sah. Dengan demikian, pejabat (organ) dalam mengeluarkan keputusan
didukung oleh sumber kewenangan te6ebut. Stoink menjelaskan bahwa
sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ (institusi)
pemerintahan dengan cara atribusi, delegasi dan mandat. Kewenangan
organ (institusi) pemerintah adalah suatu kewenangan yang dikuatkan oleh
hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa
kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar. | 8
Teori ini diharapkan dapat membedah pcmasalahan yang pertama yaitu:
Bagaimana Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam
Menertibkan Orang Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota
Palembang Nomor 13 Tahun 2007).
Tugas Dan Tanggung Jawab Pemimpin Dalam Islam
Tugas Pemimpin Dalam Islam
Imam al Mawardi, seorang 'ulama besar dalam Madzhab as
Syaf i, dalam 'al AhMm as Sulth6niwai menjelaskan l0 tanggung jawab
dan kewajiban seorang penguasa (kepala negala), adalah sebagai berikut:
1) Menjaga Islam agar senantiasa berada di atas pondasinya, dan di
atas apa yang telah disepakati oleh generasi terdahulu dari umat
ini.
2) Menerapkan hukum di antara mereka yang berselisih, melerai
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3) Melindungi kesucian serta meniaga kehormatan. agar rak-Yat dapal
beraktifitas dalam kehidupan mereka, dan bepergian kemanapun
secara aman dari tindakan penjpuan terhadapjiwa atau hananya.
4) Menerapkan hudud (hukum-hukum Allah) untuk menjaga
laranganJarangan Allah dari penodaan, seda menjaga hak-hak
hamba-Nya dari kerusakan dan eksploitasi.
5) Membentengi perbatasan dengan jumlah pasukan yang mampu
membcrikan perlindungan hingga musuh tidak menguasai
secuilpun tanah perbatasan, menodai kesucian padanya, atau
menumpahkan darah seorang muslim atau kafir mu'ahid di
dalamnya.
6) Memerangi siapa saja yang oenentang lslam setelah mercka
meledma seruan dakwah. hingga mau berlslam atau mau masuk
dalinn dzimmah (sebagai kafir dzimmi), guna menegakkan hak
Allah SWT dalam memenangkan lslam atas seluruh agama
lainn)a.
7) Memungu! hartarl'dan berbagai macam zakat berdasarkan apa
)ang ielal diwajibkan oleh syara'melalui nash atau berdasarkan
ijtihad. tanpa rasa takut dan tanpa berlaku zalim.
8) Menetapkan anggaran pengeluaran dan apa-apa yang sudah
menjadi ha} dalal:i' baitul mAl, :anpa berlebihan dan tidak pula
kikir, mernbayarkan pada lallunya tanpa memajukannya dan tidak
pula mengalhirkan.
9)MCnga・l■at para pemegang amanah yang
memilll,tkafa'ah (kapabilitas) dan mengangkat para penasihat pada
tugas-tugas yang besar, dan pada tanggung jatab -vang berat
menyangkut harta.
10) Menangani sendiri secara langsung pemantauan dan pengurusan
terhadap berbagai urusan, dan senantiasa mencari tahu kondisi
yang terjadil agar dia bangkit dalam mengurus urusan-urusan umat
dan menjaga agama, tidak terlalu mengandalkan pembantunya
11
dalam menunaikan tugas sementara dia menyibullGn diri dengan
kenikmatan-kenikmatan jasadiyah atau ibadah. karena adakalanya
orang yang dipercaya itu berlaku khianat dan penasihat itu b€rbuat
culas.l9
b. Pelimpahan Wewenang Pemimpin kepada Pihak Lain Dahm Islam
Di antara pemahaman fiqih polilik yang dianut oleh lmam Hasan
Al-Banna bahwa seorang kepala negara mempunyai tugas dan wewen mg
tertentu. Tugas-tugas ini mesti ditunaikan oleh kepala negara yang akan
dievaluasi oleh rakyat selaku konstituen yang memberikan amanah
kepemimpinan. Bila tugas ditunaikan niscaya sang kepala negara akan
menuai dukungan dan sokongan darj rakyatnya. Sebaliknya, jika gagal
menjalankan kepemimpinan, rakyat berhak meluruskan bahkan
melengserkannya dari jabatan.2o
F. Metode Penelitian
Adapun metode yarg di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :
1, Jetris PeDelitiatr
Adalah jenis penelitian lapangm (field rcsearch.) Penelitl
menyadari bahwa memilih jenis tertentu dalam melakukan suatu
penelitian. Memiliki konsek$ensi tersendiri di dalarn setiap proses yang di
jalani tentunya harus diik-uti dengan konsisten dari awal penulisan hingga
akhir. Hal ini sangat penting agar memperoleh hasil yang maksimal serta
bemilai ilrniah sesuai dengan kapasitas. jangkauan dan maksut dari
pendekatan ini.
2, Lokasi Penelitian
Adapun lokasi tempat penelitian ini adalah:
l1 Dinas Sosial Kota Palembang.
2) Pemerintah kota Palembang
3) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang
4) Panti Sosial Kota Palembang
1'Halim Nasrul Nabi Muhammad Pemimpin dunia,(P。
,。ada Pres,Jakarta:2014),hl■ 37
=。 ′ろ′ ,blm 4546
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3.
5) Rumah Sakit Ji\r'a Ernaldi Bahar Palembang
lnforman
Adapur yang menjadi informan dalam penelitiar ini adalah:
l) Dinas Sosial Kota Palembang. (Penata TK l, Kasi Rehabilitasi Sosial,
Tuna Sosial. Korban Tindak Kekerasan dan Korban Perdagangan
danKepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pembina TK l)
2) Pemerintah Walikota Palembang (Biro Hukum dan Masyamkat)
3) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang (Bagian Kasib
Pengawalan)
4) Panti Sosial Kota Palembang (Bagian Pemeliharaan. dan 10 orang
pasien yang sudah bisa diajak komunikaasi)
5) Rumah Sakit liwa Emaldi Bahar Palembang (Kepala Keperawatan
Runah Sakit Jiwa Emaldi Bahar Palembang).
Jenis dan Sumber Data
Jenis Data
Dalam penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Penegakan
Hukum Pemturan Daerah, maka peneliti menggunakan jenis data kuaiitatif
yang bersifat deskiptif analitik dalam menjawab rumusan masalah yang
ada. upaya yang dilakukan dengan jalan bekeda dengan data.
mengorganisasikan dat4 memilah-milahnya menjadi satua[ yang dapat
dikelola. mensintesiskannya, mencari dan menemukan pol4 menemukan
apa yang pe[ting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat
diceritakan kepada omng lain.2r Berdasarkan definisi di atas dapat
disimpulkan bahwa langkah awal dari analisis data adalah mengumpulkan
data yang ada, meo) rsun secara sistematis, kemudian memprsentasikan
hasil penelitiannya kepada orang lain.
Dalam hal ini maka peneliti melakukan penelitian dengan jenis
penelitian Kualitatif. Karena untuk mengkaji bagaimana Kewenargan
Walikota Palembang Dalam Merertibkan Orang Yang Mengidap Penyakit





2' M&- Naz*, Ph. O. l,taode Pewlitian <fakallia I Pt. C,hnlia Indonesi4 2003), Hln.l6.
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1)
Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Pc.aturan Daerah Kota Palembang
Nomor 44 Tahun 2002 Tentang Ketentranan Dan Ketcniban).
Sumber Data
Adapun sumber data yang di gunakan dalam membantu penelitian
sena mcnia*ab rumusan masalah di atas naka peneliti memerlukan
sumber data sebagai berikut :
Data Pdmer
Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapzurgan
secara langsung pada obyek penelitian oleh peneliti dari obiek penelitian
yang dikumpulkan rnelalui opini subjek secara individual atau kelompok,
hasil obsenasi terhadap subjek. kejadian atau kegiatan. Data primer
didalam penelitian disebut juga sebagai data asli atau data baru yang
memiliki sil'at Lip kt tktte.2z Serta Pasal 34 UUD 1945 tentang
Pemberdayaan dan Pemenuh.m Fasilitas Kesehatan Bagi Fakir Miskin.
Pasal 149 lJndang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,
Pasal2S A tahun 1945 tentang tlak Asasi Manusia, Pasal 147 Undang-
Undang Nomor 36 lahun 2009 tentaDg Kesehatan, Pasal ,12 Undang-
Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28
Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang
Penertiban Orang Yang Mengidap Penyakit Gangguan Jiwa.
Data Sekunder
Merupakan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian seperti:
Buku Hukum dan kekuasaan, Menuju penyelenggaman pemerintahan
negara yang bersih dan bertanggung jawab, Dialektika hukum dan moral.
Asas-asas pemenntahan yang baik. Wewenang mahkamah konstitusi dan
aplikasinya dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia dall tulisan-
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Yaitu ba.han hukum yang memberikan petrmjuk maupun penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan skunder yang terdiri dari kamus hukum,
kamus besar bahasa Indonesia. serta ensiklopedia.23
5, Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Wa$'ancam dengan pertanyaan-pertanyaan bersifat spontanitas
yang muncul pada saat melakukan wawancara alam penelitian ini peneliti
melakukan wawancara kepada :
a. Dinas Sosial Kota Palembang. (Penata TK 1. Kasi Rehabilitasi Sosial,
Tuna Sosial, Korban Tindal Kekerasan dan Korban Perdagangan
danKepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pembina TK l)
b. Pemerintah Kota Palembang (Biro Hukurn dan Masyarakat)
c. Satuan Polisi Pamong Praia Kota Paleobang (Bagian Kasib
Penga*alan)
d. Panti Sosial Kota Palembang (Bagian Pemeliharaan, dan l0 orang
pasien yang sudah bisa diajak komunikasi)
e. Rumah Sakit Ji*a Emaldi Bahar Palembang (Kepala Keperawatan
Rumah Sakit Jiwa Emaldi Bahar Palembang).
2. Observasi
Metode ini dilakukan untuk me gamati/pencatatan mencari faktor-
faktor yang mempeDga-ruhi implementasi Pasal 28 peraturan daerah kota
Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penertiban Orang Dalam
Gangguan Jiwa.
3. Dokumentasi
Metode dol:umentasi adalah suatu cara pengumpulan data dalam penelitian
ini dengan cara melihat data yang terdapat dalam bentuk tulisan.
6. Teknik Analisis Data
Metode yang digunakan dalan penelitian ini adalah metode
penelitian deskiptif kualitatif karena peneliti ingin menggambarkan atau
172
2r Soeklllro, Soerjono. Pergdtlto Pe etitia Hukum. (tJn iversitas Indonesia, 1986),HlIn
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melukiskan fakta-l'akta atau keadaan ataupun gejaia yang tampak dalam
peroses penanganan Orang Dengan Ganggun Jiwa (ODGJ) di Kota
Palembang ini-
Sistematika Pembahasad
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi dari
penelitian ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdid
dari sub Bab sebagai berikut :
BAB I Pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah. Rumusan
masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teod, Tinjauan
Pustaka, Metode penelitian dan Sistematika Pembahasan.
BAB II Landasan teori yang melipuli teod Kewenangan, Teori Nega-ra
Kesejatraan. Teori Keberlakuan suatu Hukum dan Teori Penegakan
Hukum.
BAB III Hasil Penelitian (Stuktur lembaga tempat penelitian)
BAB Merupakan Aaalisis dan pembahasan yang berkaitan dengan
Analisis Kewenangan Walikota Palembang Dalam Menertibkan Orang
Dalam Gangguan Jiwa (Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13
Tahun 2007).
BAB V Merupakan pe[utup. berisikan kesimpulan dan saran yang di
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ABSTRAK
Zaman sekarang adalah zaoan dimana segala sesuatu bisa dibuat dengan
sekejap mata sajs, salah satunys ter.masuk perbuatan pemalsuan ijazah. Maraknya
tindak pidana pemalsuan ijazah sarga:i memprihaiini<an di dalam masyarakat. Hal
ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat masih rendah dan
lemahn netlsawalan tefradap duia pedi<likan di Indolesia- Pernalsuan ijaz-ah
merupakan suatu perbuatatr yang merugikan orang banyak
Penelitian ini bertujuan urtuk mengetahui dua hal. Pertama, Apa dasar
^-}:-L----- L-l;- D----,lil-- 1\I-^-; 116.^.  --^ n.l* n +,coh l\l^6^.
35U?id.Bi20l7lPN.IGg terhadap kasus pemalsuan Ijazah. Kedua, Bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan Ijazah dalam putusan
Nomor: 3 51/Pid.B/2017lPN.Kag di Kayu Agung.
Metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaaD,
yaitu penelitiao yaBg dilalekan dengan mempelajari data sekuder yang berupa
buku" jumal dan sumber-sumber lair yang mempunyai kaitan dengan judul
penelitian.
Hasil yaag diperoleh penulis selama melakukan penelitian di Pengadilau
Negeri KaluaguEg tenlang pemalsuan ijazah bahwa Hakim dalam menjahrhkan
hukuman kepada tedakwa sesuai dengan barang bukti, keterangan saksi dan
terdakw4 serta tedapahya pertimbangan-pertimbangan yuridis menurut Undang-
Undang.
HuL:um Islam memandaq tindak pidana pemalsuan i.iazah diibaratkan
sebagai oraag yang dusta (berbohong) haruslah diberi hukuman berupa hukuman
jilid dan pengasingan.





A. Latar Belakang Masalnh
Pendidikan seiatinya merupakan langkah awal manusia ontuk
mengembangkan dirinya agar dapat berguna baik bagi dirinya maupun orang lain
sekaligus bangsa dan negara- Pada perkembangannya pendidikan tidak lagi
menjadi sarana bagi manusia rmluk mengembangkan dirinya, namrm hanya
menjadi syarat agar manusia dapal memeroleh pekerjaan, pendidikao menjadi
langkah awal manusia rmtuk mendapatkan pekerjaan. Pentingnya manusia
mcmperoleb pendidikan untuk mengembangkan potensi diri bergeser menjadi
pendidikan penting daian nrernperoleh pekerja:li
Sejalan dengan kemajuan yang telah dicapai secara bersamaan dalam
bidang ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan tindak
pidanapun tiddk dapat disargkai. Maiusia daldrn hidup pcrlu rncrncnuhi
kebutuhan hidupnya berbagai cara dilakukan dan ditempuh untuk kelangsungan
hidup. Tidak mustahil hal ini akan timbul perbuatan yang me[yimpang atau
perbuatan yang bertestangao dengan hukum dan u[dtrug-undang sehingga sebagrri
salah satu bentuk tindak pidana. Kejahatan mengel1ai pemalsuan atau disingkat
kejahatan pemalsuan adalah berupa kejahatan yang didalamnya mengandung
unsur keadaan ketidiLkbenfian atau palsu atas sesuatu (objel). )artg scsuatunya irli
1
tanlpaK daH luar scolall― olall bcnar adanya padall』 scsunggュhnya bciclltallgan
dclloan yang scbcnanlya l
Manusta dipcrin…  01Ch Allah SWT untuk saling tolong mcnolong
dalam bclbllat kt・ baikan dcmi kcmaslallatan bcsma Tctapi pada zallnal・
sckarangsciring dcngan pcrkclllbangan zalllan salah sattllya pclkcmbangan
tcknologi yang sudah sangat canggih tolong mcnolong tidak dilakllkan dc!lgan
scmcstinya atau dlsalah ginakan colltohnya tolong mcnOlong dalalll suattl
pcrbuatan tindak pidana scpcnnya pcmbllatan l厖 ah palsu Tclall dlJdaskan
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Tindak pidana pcmalsuan dapat digolongkan pcllallla― tallla dalam
kdompok klallatan pcmpuan,tctapi idよ scmua pcrhaan pcnlpuall ad証 澁
pcmalsuan Tindak pidalla pcmalsuan tcr8olong kclompok kclall.ltm pcnipllan,
apabila scscorang mcnobcHkan gambalan tcntang scsuatl kcadaan atas scsuatu
barang(surat)SCよ all akan asli atau kcbcnarall tcrscbllt dimiliklnya Karcna
gambaran illl orang lain tcrpcdaya dan mclllpcrcayai bahwa kcadaan yang





terhadap tulisan/surat terjadi apabila isinya atas surat itu yang tidak benar
digambarkan sebagai benar.3
Keiahatan pemalsuan yang dimuat didalam Buku II KIJHP (Kitab Undang
Undang Hukum Pidana) dikelompokkan atas 4 golongan. yaitu:
1. kejahatan sumpah palsu (Bab lX);
2. kejahatan pemalsuan uang (Bab X);
3. kejahatan pemalsuao materai dan merek (Bab Xl):
4. kejahatan pemalsuan surat (Bab XII);a
Mamknya tindak pidana pemalsuar ijazal sangat memprihatinkan di
dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum
masyarakat masih rendah dan lemahnya pengau,asan terhadap dunia pendidikan
di Indonesia. Tindak pidana pemalsuan ijazah alau gelar kesarianaan ini
merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau
akta otentik, hal ini merupakan suatu bentuk tindakal penyerangan terhadap dunia
pendidikan. Kegiatan pendidikan seharusnya menjadi investasi sumber daya
manusia menuju suatu kuaiitas yang diharapkan dengan standar kompetensi dan
kualifikasi tefientu yang harus dikuasai bagi kelangsungan hidup manusia.5
3H A K Moch Anwar R豪
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Salah satu tindak pidama pemalsuan dokumen ijazah pernah terjadi
di{'ilayah Pengadilan Negeri Kelas lA Ka}uyagung yaitu terhadap putusan pidana
dengan Nomor: 351/Pid.B/2017,?N.Kag, yang meiibatkan te.dakwa Azhar Bin
Marwah dimana ia melampirkan berkas salah satunya adalah satu buah berkas
calon Kepala Dcsa Lcbung Jangkar. Kec. Pemulut.Ln, Kab. Ogan Ilir atas nama
Azhar, satu lembar suat pemyataan calon Kepala Desa yang ditnnda tang:rni
Azhar, satu lembar Surat Ijazah Palet A setara Sekolah Dasar No. I 1PA0100045,
atas i1ama Azhar, satu Lembar Suat Keterargan hasil Ujian Nasional Paket A atas
nama Azhar, satu lembnr Ijazah Paket B setara Sekolah Melengah Pertama No.
llPB0D'16242 atas nama Azhar, satu lembar Surat Keterangan hasil Ujian
Nasional Paket ts atas nama Azhar.6
Berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) KllHP, yang menyatakan barangsiapa
dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika
pemakaian suat itu dapat menimbulkan kerugian sehingga perbuatan terdak$a
te.sebut di alas yang sebagaimana diatur dan diancam pidana penjara paling lama
6 tahun.T
Berdasarkan dari uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut dan membahasnya lebih
laniut dalam bentuk Skipsi yang berjudul:
6Putusan Pengadilan Negeri Kalu Agrmg Nomor 351/Pid-B,/2017/PN.Kag
'tri andrisman. Hukun Pidana.(Bardat l-ampung: Universitas Lampung, 2009). Hlm.
′́
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3517Pid.B/2017PN.K喫 デ .
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar beiakang pemasalahan di atas. maka rumusan masalah
yang diambil peneliti adalah:
1. Apa dasar petimbangan hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung dalam
putusan Nomor: 35lr?id.B/2017/PN.Kag terhadap kasus pemalsuan
ljazah?
2. Bagaimaia ti[jaua,'l hulum Islam terhadap tindak pidana pemalsuan
Ijazah dalam putusan Nomor: 3 51/Pid.B/2017lPN.Kag di Ka1.u Agung?
C. Tujurn dan Kegunaan Penelitian
l. Tujuan Penelitian
' Tuiuan Penetitian ini adalah:
a. Mendeskipsikan dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan
putusan terhadap pelaku tindak pidma pemalsuan Ijazah di Pengadilan
Negeri Kayu Agung.





Adapun kegunaan dari penelitiann iri yaitu:
a, Eagl renelltl
Dengan melakukan penelitian ini, penulis memperoleh
pcngalaman dan khasanah ilmu baru mengenai tindal pidana
pemarsufiD rlzLr,an.
Bagi Pengadilan Negeri Kayu Agung
Hasil penelitial ini setidal,nya dapat dijadikan bahan
pemr(rran mmoanan umut( memperrmoangl(an purusan oalam
mengadili perkara serupa.
Bagi Peneliti Selanjutnya
Hasll pene[I1an ml seuo,lKnya oapar olaotan ramoanan
pemikiran bagi peneliti yang kelak akan melakukan penelitian dengan
konteks yang seienis
bagt A(aoemlK
Ilasil penelitian ini setidaknya dapat dijadikan bahan tambahan
kepustakaan Universitas Islam Negeri (tilN) Raden Fatah Palembang
seDagar rerele[s1 trllru( pene[!1 setarl u(IYa,
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D. PenelitianTerdahulu
Sri Andriani.s Telai mengadakan penelitian tentang "Dasar Pertin'lbangan
Hakim Dalam N,lenjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku 'lindak Pidana Pemalsuan
ljazah di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembal1g". Kesimpulan dari penelitian
tersebut adalah peftimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku
ImoaK ploana pemarsuiin rlazafl or rengaalrlaul 1\egen Nelas i A ratemoang
adalah, a) pertimbangan ),uddis dan: b) pertimbangan nonyuridis. Persamaai
skipsi tersebut dengan penelitian penulis adalah mengkaji tentang dasar hukum
penlmoangan naKlm oaram mempenlmoangKan rmoaK proana pemalsuan lazan-
Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan skripsi diatas adalah
tahun dan rcmpat penelitian.
Bonar Simbolon.e Telah melakukan penelitian tentalg '-l injauan lriqh
Jinayah Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Menurut Pasal 263 Ayat I
KIIHP." Kesimpulan dari Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Tindak Pidana
remalsuan )urat tuenunfi rasal zoj Ayar I NUnr aqalah unoal( prqana
pemalsuzrn Iiazah merupakan perbuatan dosa besar. Persarnaan Skipsi temebut
dengan penelitian penulis adalah mengkaji tentang pandangan Islam mengenai
unoa( ploana pemarsuan rjazan. reroeoaan bKrlpfl oergan penelltlan penulrs
adalah yang membedakannya tempat dan tahun penelitian.
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Metode Penelitian
1. Jenis Data
Peneltian ini merupakan penelitian lapangan yang didukung
dengan penelitian kepustakaan:
a. Lapangan
i iiii6 ririiii.iLin ii._iieiiiiiin ici,ara iaFaliSinr uualan uclrgan
melakukan \\'awancara dengan narasumber di Pengadilan Negeri
Kayu Agrmg guna memperoleh data yang berkaitan dengan judul
pcncrluan.
b. Kepustakaan
Yang dimaksud dengan penelitiar secara kepustakaan adalah
pcncllrriul yilog dlaKurian ucngan tnctnpcrajarr oata scxuoer lang
berupa buku. jumal dan sumber-sumber lain lang mempunyai
kaitan dengan judul pcnelitian.
z. sumoet uam
Data adalah hasil pencatatan penelitian baik berupa fakta dan data
yang diperoleh baik dari sumber sekunder maupun sumber pdmer. Data-
oara ya[g oKumpu(an oatatn penurrsiul s(flpsr rnr auarai qaaa Nualrlaur,
Data kualitatif adalah penelitian yang data umumnya dalam bentuk narasi
atau gambar-gambar. Untuk mendukung tercapainya data penelitian di
auN. sumDer oala merupa&rn oaglan oa s(npsl yang aKan me entuKall
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keontetikan skripsi, berkenaan dengan skripsi ini surnbet data yang
dihimpun dari :
a. Sumber Primer
Dokumentasi pada tingkat peflama dalam acara biasa Putusan
Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 3 51/Pid.B/2017lPN.Kag.
lentang unoaii ptcana scngaJa rneutiir(an pciursuan surda l_Jazan palsu
yang lakukan oleh terdakwa AZHAR Bin MARWAH dan dikenakkan
pasal 263 ayat (2) KUHP dengan menjatuhkan hul-uman peniara 2
(oua) tahun.:
b. Sumber Sekunder
Dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan kajian-
kaiian puslaka serta nempelajai berbagai literatur, karya ilmiah-
jurnal, serta berbagai hrlisan yang relevan dengan skipsi yang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan Data rr
a. Metode Penelitian Kepustakaan, yang bersumber dari peraturan
perundang-undangan buku-buku dan lainlain.
b. Metode Penelitian Lapangan, dipergunakan sebagai data penuniang
olperolefl oalam melaliuKan pcDclratall ke rcngadtlal :\eSen Nil]u
Agung.
r_Pcdoman PenuIMn Sknpsi. Ilm Penyrsusn takultas Syariah dan Hukum, lsi hoposal
Skipsi. Hlm. 2.
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Berdasarkan sifat penelitian yang menggunakan metode penelitian
ncrslral oesrflprir. maxa anair:is d:rla 1an; urlergLtnat in ao''.n inr',\,\
:eca.r iendelrtan kualitaljI lerhadcf drr irimer Ca'1 drla skunder.
Deskiptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatr
iegraran yang olia(u(an oleh penuiis untuk menenrukan isi atau nraina
sturan hukum
F. Kerangka Pembahasan
Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu atumn hukum
larangan dimana disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu. bagi bamng
siapa melanggar larangan tersebut. Kemudian Marwan Mas mengemukakan
bahwa perbuatan hukum adalah setiap perbuatan atau tindakan subjck hukum
yang mempunyal akrbal hukum. dan akrbar hukum ltu memang o (ehenoakl olen
subiek hukum.l2
Delik menurut pengefliat sebagai " Wesencha," telah diikuti oleh para ahli
hukum pidana dan lurisprudensi Nederland dalam hubungannya dengan ajaran
silal mela*an hukum mate 1. Apakah rsulah perbuatan plclana rtu dapat
disamakandenganistilahBelanda"stralbaarri,".dimanaartid6ris,alba.feif
itu sendiri adalah :
1:●
■dI I13● こah,ょ、´″r● ,お ,ル .′ … ρlル "″
`I,●
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Simons menemngkan, bahwa straJbaar .fbi, dalah kelakuan (handeling)
yang diancam dengan pidan4 yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan
clengan kesaiahan dan yang dllakukan oleh orang yang mampu bertanggung
jawab.Simons juga berpendapat bahwa straJbaar feit adalah perbuatan manusia
yang bertentangan dengan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh seseorang yang
&penanggunglawabkan, dapat dnsyaralkan kepada sr pembuamya ( s1 peiato ,.
yang dimaksud strafhaar lbit sebagai delik adalah pelaksanaan/perkosaan
kepentingan hukum dan sesuatu yang membahayakan kepentingan hukum,
drmana yang drmaksud dengan kepentrngan hukum adalah hak-hak, hubungan-
hubungan, keadaan keadaan dan gangguan-gangguan masyamkat.
Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang beflentangan deng.rn tata
ketertiban yang dikehendaki oleh hukum. Tegasnya mereka menrgikaa
masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat alan
terlaksanakannya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.r3
Pemalsuan merupakan suatu bentuk kejahatan yang diatur daiam Bab Xll
Buku II KUHP, dimana pada buku tersebut dicantumkan bahwa yang termasuk
pemalsuan hanyalah berupa tulisan-tulisan saja, termasuk didalamnya pemalsuan
tanda tangan yang dratur dalam pasal 261 KtrllP s/d Pasal 276 KUHP. I mdak
Pidana yang sering teriadi adalah berkaitan dengan Pasal 263 KUIIP membuat
surat palsu atau memalsukan surat; dan Pasal 264 memalsukan akta-akta otentik
,,1t$^---hcr rnr ? n1.19
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dan Pasal 266 KUHP (menluruh memasul*an keterangan palsu ke dalam suatu
akta otentik.la
Sedangkan di dalam Hukum Islam orang yang melakukan perbuatan
ti[dak pidana pemalsuan sulat tidak termasuk kategori sanksi hukum qiJ,L,rs] dan
hctd, maka sanksrnya adalah hukuman /.r zrr. ldzff aoaian hukuman yang
ditetapkal syam' dan diserahkan sepenuhnya oleh ulil amri unluk menetapkalmya.
sedangkan para ulama' fiqih mendefinisikan sebagai hukuman yang rajib
m(nJadr nax Allan oan batru Aoaln paoa uap-lrap xemaksraLan )xnB irdal,
mempunyai putusan tertentu dan tidak pula kafarahaya. Hukuman ta'zir ini
jenisnya beragam namun secara garis besar dapat dibagi.rs
Pemalsuan ijazah terbagi menjadi dua baik secara fisik maupun secara
proses. Pemalsuan ijazah secara lisik sudah tentu memprihatinkan, tetapi )ang
lebih memprihati.len lagi adalah pemalsuan ijazah secara proses.
Ilukum Islam syariatkan oleh Allah dengan tujuan pertama merealisasika:r
dan meimciungl i(emasiahaian umai manusra, bark Kemaslaharan rndlvrou arau
masyarakat. Kemaslahatan yalg ingin diwujudkan dalam hukum islam
menyangkut seluruh aspek dharuriyat (pdmer), hajjiyat (sekunder), mauptur
(staDllrlas sosraiJ. Perbuatan memaisuKan surar meruparan perbuaran ousia
(bohong), karena pada dasamya perbuatan tersebut terdapat perbuatan dusta yakni
dengan tidak memberikan suat keteBngan yang sebenamya atau sengaja
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memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sah maka kalau
mempcrgunakannla dapat menimbulkan kerugian. Didalam al-Qur'an sejumlah
dlar )allg [teraaang sengan regas unru( uoaK oerDuar uusu (ar-Nrqzor.
Sebaeaimana di dalam firman Allah Al-Olrr'an Surat An-Nahl avat I 16 :
■13■二lニニメ3■‐二いit=嘔り井 j`























kebohongan terhadap .rll lah- Sesungguhnya rrang yang me ngada-adakan
kebohontldn lerhadoD Allah litlak akan beruntuns."t6
Ketua Komisi Fatwa Majlis Ulama Idonesia (MUI) KH Baiju
menesaskan Dengsunaan iiazah oalsu hukumannva menurut aiaran Islam adalah
H,ram L,m, ter.l,nat Lecrrranoan dqn l<ehohonoen nrrhlik Lenede mqcvreker I?
G. SistematikaPembahasan
Unluk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penulisan
penelitian ini dan agar dipahami pemasalahannya secara sistematis. maka
pemabahasannya disusun dalam bab-bab yang masing-masing bab mengandung
pengertian/pemahamaq sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Berikut
ml a.lGn penuls gamoarkan mengenai slstematll(a pembailasannyayang rerqrr I
1° 人1 ′ヽ  .'ヽ ^′ tく  ヽ 1,ス
・′h中 :″neivs okczone comread′2015,06`031340415944ツ mui keluarkan‐■●va―haram―
penggmaan‐ la“h paSu Diakses pada mggJ 267112017Jan 435 WIB
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Bab I : Pendahuluan. bab ini mcrupakan gambaran tentang penelitian,
yang berisi tentaDg latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan
penexuafl fllerooelogt pellellnan (eaa]l9(a pemoanasim. srsie[lailRa pelullsan
dan daftar pustaka identifikasi dan batasan
Bab II I Tinjauan Umum, Bab ini membahas teltang hukuman secara
umum menurut fiqih jinayah mulai dari apa yang dimaksud tindak pidana
pemalsuan, sanksi apa yang harus diterapkan dalam tindak pidana pemalsuan, dan
melalui cara apa terdakwa memalsukan ljazah.
Bab lll : Pembahasan. Bab ini mengemukakan anaiisis rcrhadap dasar
pclrrxx,axgax rraftxri ruDgdutlau r\cBtirr Na]u ASiurB ulroat( plu u pqnlarsual
putusan Nomor: 35 1/Pid.B/2017/PN.Kag. Serta menguraikan pandangan lslam
tentang hukuman tindak pidana pemalsuan Iiazah putusan Pengadilan Negeri
r.ayu AgrxlS l\olilor: JJ r/rru.Ir/zul //rl\.Nag.
Bab IV : Penutup. Bab ini mengemukakan kesimpulan dari semuajawaban
atas semua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, sedangkan saran
o1(emuKaKan unluK memDen masuxan Kepada pengaorlan negen Kayu Agung
dan lembaga penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yang dibahas
dalam penelitian ini.
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